




A. Latar Belakang 
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang yang diperlukan bagi 
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting 
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak untuk memperoleh informasi dan 
keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting dalam rangka 
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan 
publik lainnya, serta bagi segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. 
Dalam buku saku yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan 
Informatika RI diketahui bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur setiap informasi 
publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. 
Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara 
dan penyelenggaraan Negara. Badan publik yang diatur melalui Undang-Undang 
itu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik adalah lembaga Negara dan lembaga atau organisasi 
nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, 
baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. 
Badan publik, termasuk dalam hal ini Kementerian Agama yang bertugas 
untuk menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dan 
keagamaan, menurut Undang-Undang tersebut berkewajiban menyediakan, 
memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah 
kewenangannya. Informasi yang diberikan harus memenuhi sifat akurat, benar, dan 
tidak menyesatkan. Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga 
mengatur bahwa badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem 
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sehingga dapat 
diakses dengan mudah. 
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Pada Kementerian Agama, pengembangan sistem informasi dan dokumentasi 
dalam rangka pengelolaan informasi publik salah satunya diwujudkan melalui 
keberadaan website dan majalah dinas. Website dikelola oleh seluruh Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia melalui Subbagian Informasi 
dan Humas. Sedangkan majalah dinas, keberadaannya disesuaikan dengan program 
dan anggaran pada masing-masing Kantor Wilayah. Melalui keberadaan website 
dan majalah dinas tersebut, Kementerian Agama ingin agar masyarakat bisa 
mengakses dan mengetahui berbagai informasi publik yang berkaitan dengan 
Kementerian Agama dengan mudah dan cepat.  
Subbagian Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Kalimantan Tengah mengelola dua media internal yakni website yang 
beralamat di https://kalteng.kemenag.go.id dan Majalah Cermien yang merupakan 
majalah dinas terbitan bulanan. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Kalimantan Tengah, keberadaan dua media internal tersebut menjadi bagian dari 
kampanye informasi dan pemenuhan perintah Undang-Undang yang mewajibkan 
adanya keterbukaan informasi publik. 
Berdasarkan dokumen arsip pada Subbagian Informasi dan Humas Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah diketahui terdapat 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: 
PER/12/M.PAN/08/2007 dimana dalam pasal 6 menyebutkan bahwa fungsi humas 
pemerintah adalah sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, memberi pelayanan 
informasi kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan 
informasi tentang kebijakan, program, produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim 
hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta menjadi 
penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan. Berita yang diproduksi oleh 
tenaga humas pemerintah pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari peraturan 
tersebut, yakni dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak tentang 
kebijakan, program, produk dan jasa lembaga pemerintah. 
Kampanye informasi publik melalui website dan majalah tidak hanya untuk 
mempublikasikan berbagai macam program kerja atau capaian yang telah diraih. 
Lebih dari itu, melalui website dan majalah Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Kalimantan Tengah juga dimaksudkan untuk membuat masyarakat 
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bertindak seperti yang diinginkan oleh Kementerian Agama. Hal itu sejalan dengan 
apa yang dikatakan Neeley dan Stewart (2012), bahwa pemerintah harus 
bertanggung jawab kepada masyarakat melalui penggunaan kampanye informasi 
publik yang tidak hanya efisien, tapi juga berharga dalam mencapai tujuan 
pemerintah. Kopfman dan Ruth-McSwain dalam Lee dan Neeley et al (2012) 
berpendapat bahwa publikasi informasi oleh pemerintah didesain untuk mencapai 
























Gambar 1.2 Majalah Cermien Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah 
(Sumber: Arsip Subbagian Informasi dan Humas) 
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Kementerian Agama berupaya mendorong agar pengelolaan website dan 
majalah semakin meningkat dan mencapai khalayak dalam jumlah dan variasi yang 
luas. Berdasarkan arsip Subbag Informasi dan Humas menunjukkan bahwa 
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat Edaran 
Nomor: SJ/B.VII/2/HM.00/4044/2013 tanggal 24 Juli 2013 meminta kepada 
seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia untuk 
melakukan optimalisasi tugas dan fungsi Subbagian Informasi dan Hubungan 
Masyarakat. Salah satunya adalah dalam bentuk peningkatan kualitas pengelolaan 
media internal pada masing-masing satuan kerja Kementerian Agama. Surat 
tersebut kemudian diteruskan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 
se-Kalimantan Tengah melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KW.21.1/1-d/HM.00/2614/2014 tanggal 31 
Juli 2013. 
Sejumlah kebijakan diambil sebagai upaya untuk meningkatkan pemberitaan 
media internal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan 
Tengah. Dari dokumen arsip Subbagian Informasi dan Humas diketahui pula 
terdapat surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor: KW.21.1/1-d/HM.00.1/4166/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Surat 
tersebut diantaranya memerintahkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 
dan madrasah negeri untuk menunjuk staf yang diberi tugas sebagai pelaksana 
kehumasan dengan diberikan dukungan peralatan, dukungan pendanaan, dan 
dukungan operasional lainnya.  
Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2016 pada Subbagian Informasi 
dan Humas menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pemberitaan menjadi salah 
satu program yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan 
kualitas media internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan 
Tengah. Peningkatan kualitas pengelolaan pemberitaan website dan Majalah 
Cermien dilakukan melalui dua langkah. Langkah pertama, peningkatan kualitas 
berita website dilakukan dengan menerapkan aturan penulisan berita. Penerapan 
aturan tersebut sebagaimana tercantum dalam surat Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 1716/KW.15.1/1-
d/HM.01/05/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Peningkatan Kualitas Berita. 
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Penerapan aturan penulisan berita website tersebut didasarkan atas hasil 
evaluasi internal tahun 2016 yang dilakukan oleh Subbagian Informasi dan Humas 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen hasil 
evaluasi internal tersebut menunjukkan bahwa kontributor berita belum sepenuhnya 
memenuhi kaidah penulisan berita yang baik dan benar. Padahal, selama tiga tahun 
berturut-turut, Subbagian Informasi dan Humas telah melaksanakan workshop 
jurnalistik dan fotografi serta mengikutsertakan kontributor berita pada diklat 
kehumasan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin 
Kalimantan Selatan. 
Salah satu editor berita, Rahmat Fauzi mengungkapkan bahwa, 
“Bentuk belum umum dipatuhinya kaidah jurnalistik adalah seringkali 
ditemui berita yang berasal dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota 
yang kurang memiliki nilai berita atau hanya sekedar informasi tentang 
seremonial semata. Kemudian, terdapat pula berita yang dikirimkan dalam 
selang waktu yang terlalu lama sehingga berita tersebutnya tidak lagi 
memiliki kebaruan. Kondisi tersebut membuat kualitas pemberitaan menjadi 
kurang maksimal, dan menjadi salah satu faktor yang membuat website 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mampu 
menembus posisi tiga besar nasional di internal Kementerian Agama.” 
(Wawancara pada 16 Oktober 2016) 
 
Dengan semua pertimbangan dan kondisi tersebut, aturan penulisan berita 
website lantas disosialisasikan kepada kontributor berita Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten/Kota dan madrasah se-Kalimantan Tengah. 
 “Ketentuan aturan penulisan berita website telah disosialisasikan 
dalam Rapat Evaluasi Kehumasan Tahun 2016 yang diikuti oleh kontributor 
berita dari kabupaten/kota di Kalimantan Tengah yang selama ini bertugas 
membuat dan mengirimkan berita untuk dipublikasikan di dalam website 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.” 
(Wawancara bersama Kasubbag Informasi dan Humas Ediyanto, 21 Oktober 
2016) 
 
Saat aturan penulisan berita website disosialisasikan, terdapat tiga kontributor 
berita dari 3 Kantor Kementerian Agama kabupaten yang menyatakan 
penolakannya atas pemberlakukan aturan tersebut. Mereka adalah kontributor berita 
dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Katingan. Meski sudah diberikan penjelasan, namun kontributor berita 
tetap menyatakan ketidaksetujuannya apabila aturan itu diterapkan. 
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Notulensi laporan hasil Rapat Evaluasi Kehumasan 2016 Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mencatat bahwa Waluyo Utomo 
selaku kontributor berita pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito 
Selatan menganggap bahwa keberadaan aturan penulisan berita tersebut akan 
mengekang kontributor berita dalam melakukan penulisan berita karena tema berita 
dibatasi pada tema-tema tertentu yang memiliki nilai-nilai berita saja dan akan 
menurunkan jumlah berita yang dihasilkan oleh setiap kontributor daerah. 
Kemudian, Imanuel selaku kontributor berita pada Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Katingan menyebutkan bahwa aturan penulisan berita akan mempersulit 
kontributor berita di daerah dalam menemukan berita yang sesuai dengan aturan 
tersebut. Sementara bagi Tiariyanto, kontributor berita pada Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, semestinya aturan penulisan berita 
tersebut tidak perlu diberlakukan karena pada dasarnya seluruh kontributor berita 
telah memahaminya, namun tidak semuanya bisa melaksanakan prinsip penulisan 
berita tersebut. 
Secara umum, aturan penulisan berita yang dikeluarkan oleh Subbagian 
Informasi dan Humas bukan merupakan aturan baru yang sama sekali tidak 
dipahami oleh ketiga kontributor berita tersebut. Aturan penulisan berita adalah 
standar umum tentang berita apa yang diprioritaskan untuk dimuat dan bagaimana 
cara penulisan berita tersebut. Aturan diberlakukan dengan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas pemberitaan sekaligus untuk menyaring berita-berita yang 
tidak sesuai dengan kaidah penulisan berita dan misi yang diemban oleh website 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum aturan 
diberlakukan, terdapat beberapa berita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang 
diemban Kementerian Agama. 
Beberapa ketentuan yang diatur dalam standar penulisan berita diantaranya 
tentang komposisi berita yang harus mengandung unsur 5 W dan 1 H, atau unsur 
siapa, mengapa, apa, kapan, dimana, dan bagaimana. Sebelum pemberlakuan aturan 
tertulis, Subbagian Informasi dan Humas telah menyelenggarakan workshop 
jurnalistik dan kehumasan yang dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut dan 
diikuti oleh seluruh kontributor berita, termasuk kontributor berita yang menolak 
diberlakukannya aturan dimaksud, dengan tujuan untuk memberikan bekal 
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pengetahuan tata cara penulisan berita berdasarkan kaidah yang berlaku, sehingga 
seharusnya para kontributor berita mampu memahami dan menjalankan aturan 
penulisan yang digariskan oleh Subbagian Informasi dan Humas. 
Kontributor berita yang menyatakan penolakan atas aturan Subbagian 
Informasi dan Humas kemudian tidak mengirimkan beritanya seperti semula. 
Padahal, berdasarkan rekapitulasi berita bulanan yang dilakukan oleh Subbagian 
Informasi dan Humas, sebelum aturan diberlakukan per bulan Mei 2016, ketiga 
kontributor berita dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Katingan masih secara rutin mengirimkan berita 
untuk dipublikasikan di website.  Sedangkan pada 11 Kantor Kementerian Agama 
kabupaten/kota lainnya bisa menerapkan aturan pemberitaan tersebut dan secara 
rutin mengirimkan berita pada satuan dan unit kerja masing-masing, baik sebelum 
maupun sesudah penerapan aturan penulisan berita diberlakukan. 
Pimpinan satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang 
kontoributor beritanya melakukan penolakan merupakan pimpinan yang 
sebelumnya senantiasa melakukan monitoring atas berita satuan kerjanya pada 
website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. 
Bahkan, berdasarkan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Barito Selatan H. Moh. Asbli diketahui bahwa apapun instruksi atau 
arahan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah 
haruslah diikuti oleh jajaran di bawahnya, termasuk dalam hal penerapan aturan 
penulisan berita website. 
“Kalau memang sudah ditetapkan bahwa ada aturan penulisan berita, 
seharusnya kontributor bisa menyesuaikan dengan aturan tersebut. Aturan 
dibuat demi meningkatkan kualitas berita pada website Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.” (Wawancara dengan 
Kasubbag Informasi dan Humas Ediyanto, 21 Oktober 2016) 
 
Langkah kedua pengelolaan pemberitaan media internal adalah melalui 
penerbitan Majalah Cermien yang didukung oleh keberadaan kontributor berita 
Majalah Cermien pada Bidang dan Pembimas. Kontributor berita adalah pegawai 
ditugaskan untuk melakukan pengumpulan dan/atau penulisan berita pada setiap 
Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dan pada 
Bidang/Pembimas di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan 
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Tengah. Dokumen arsip rekapitulasi berita pada Subbagian Informasi dan Humas 
tahun 2016 menunjukkan bahwa berita yang dihasilkan oleh kontributor berita 
Bidang dan Pembimas untuk Majalah Cermien selama tahun 2015 hanya berjumlah 
18 berita. Diketahui pula bahwa terdapat beberapa Bidang dan Pembimas yang 
selama 1 (satu) tahun tidak menghasilkan berita sama sekali, berbeda dengan 
sebagaimana kewajiban yang harus dijalankannya. 
Penolakan penerapan aturan penulisan berita website yang berujung pada 
tidak dikirimnya berita oleh kontributor berita pada Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten mengakibatkan jumlah berita website Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 mengalami penurunann 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, peringkat website Kementerian 
Agama Kalimantan Tengah pada 2016 terpuruk di posisi 10, menurun 6 peringkat 
dibandingkan posisi tahun 2015 yang berada pada peringkat 4 website terbaik 
nasional di internal Kementerian Agama. Kenyataan tersebut bertolak belakang 
dengan target Subbagian Informasi dan Humas sebagai pengelola website tersebut 
yang ingin menduduki peringkat 3 besar nasional pada 2016. 
Penolakan kontributor berita atas pemberlakuan aturan penulisan berita 
website merupakan pertentangan antara kontributor berita dan pimpinan satuan 
kerja terhadap tindak lanjut surat yang dikirimkan oleh Kantor Wilayah 
Kementerian Agama provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang telah 
diperintahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam nota 
disposisi surat tersebut. Dan perbedaan tanggapan atas kewajiban penulisan berita 
pada kontributor berita di Bidang dan Pembimas dengan Subbagian Informasi dan 
Humas juga menunjukkan adanya tekanan dan pertentangan yang terjadi dalam 
hubungan kedua pihak. 
Seharusnya, kontributor berita menjalankan aturan penulisan berita dan 
kewajiban pemberitaan sebagaimana yang telah diatur oleh pengelola media 
internal. Kondisi das solen tersebut mengingat kontributor berita merupakan 
pegawai negeri sipil yang terikat dengan loyalitas terhadap pimpinannya. Namun 
kenyataannya dalam kondisi das sein, terdapat kontributor berita yang tidak 
melaksanakan aturan penulisan berita, bahkan menolaknya, dan beberapa 
kontributor berita lainnya tidak menjalankan kewajiban pemberitaannya. 
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Muncul pertentangan dan tekanan dalam hubungan antara kontributor berita, 
pimpinan satuan kerja, serta pengelola media internal yang muncul dalam 
pemberitaan media internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut merupakan bentuk konflik dalam 
relationship. Menurut Teori Dialektika Relasional yang diungkapkan oleh Leslie A. 
Baxter dan Barbara Montgomery (Littlejohn dan Foss, 2011), komunikasi 
digunakan untuk mengelola kekuatan yang bertentangan yang secara alamiah 
muncul dalam sebuah hubungan.  
Di sejumlah satuan kerja Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, 
konflik yang muncul akibat perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan 
dan tekanan dalam hubungan antarpegawai maupun antara pegawai dengan 
pimpinan satuan kerja pernah beberapa kali terjadi. Misalnya konflik tentang 
pengangkatan bendahara, pengangkatan pejabat struktural, serta konflik lain yang 
diawali adanya perbedaan pendapat atas sesuatu. Salah satu satuan kerja yang 
pernah mengalami konflik adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito 
Selatan. Dinamika relationship di instansi tersebut terbilang cukup tinggi karena 
pernah beberapa kali muncul konflik yang melibatkan pegawai Kementerian 
Agama setempat. 
Dinamika relationship berupa dorongan dan tarikan hubungan sebagaimana 
dalam Teori Dialektika Relasional terjadi pada pasangan yang melakukan 
komunikasi interpersonal. Dorongan dan tarikan yang diakibatkan sebuah 
perbedaan tindakan terhadap penerapan aturan penulisan berita dan perbedaan 
tindakan atas kewajiban penulisan berita terjadi dalam hubungan antara kontributor 
berita, pimpinan satuan kerja, dan pengelola media internal. Mereka menjadi 
pasangan yang saling berinteraksi secara simultan dan melibatkan unsur 
mempengaruhi dan dipengaruhi dalam memaknai aturan penulisan berita dan 
kewajiban pemberitaan tersebut. 
Pasangan kontributor berita dan pimpinan satuan kerja, serta kontributor 
berita pada Bidang/Pembimas dan Subbagian Informasi dan Humas berdasarkan 
pemaknaannya masing-masing akan berinteraksi untuk saling menyesuaikan diri 
satu sama lain. Proses interaksi tersebut bisa saja mengantarkan individu-individu 
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dalam hubungan ketiganya menemukan titik temu atas perbedaan dan pertentangan 
di antara mereka, dan bisa pula tidak menemukan titik temu yang solutif. 
Kontributor berita dalam interaksinya akan bertindak selaku komunikan 
maupun komunikator. Pada waktu yang sama, hal itu juga terjadi dengan Kepala 
Kantor Kementerian Agama kabupaten dan pengelola media internal pada 
Subbagian Informasi dan Humas. Saat bertindak sebagai komunikan, kontributor 
berita, pimpinan satuan kerja dan pengelola media internal di Subbagian Informasi 
dan Humas akan memproses pesan yang diterimanya. Sedangkan sebagai 
komunikator, kontributor berita, pimpinan satuan kerja dan pengelola media 
internal akan menghasilkan pesan yang disampaikan kepada komunikan yang 
terlibat interaksi bersamanya. Kedua proses itu secara simultan dan terus menerus 
terjadi pada interaksi di antara kontributor berita, pimpinan satuan kerja, dan 
pengelola media internal. 
Kontributor berita dan pimpinan satuan kerja melakukan pemaknaan atas 
obyek yang sama, yakni aturan penulisan berita. Sedangkan kontributor berita pada 
Bidang/Pembimas dan Kasubbag Informasi dan Humas melakukan pemaknaan atas 
obyek yang sama, yakni klausul kewajiban menulis berita. Namun, respon yang 
diberikan atas aturan tersebut ternyata berbeda. Apabila orientasi seseorang 
berkaitan dengan sebuah subyek, maka orang tersebut akan dengan mudah merasa 
memiliki keterkaitan dengan apa yang dimaknainya. Namun sebaliknya, apabila 
seseorang merasa apa yang dimaknainya tidak memiliki keterkaitan dengan 
orientasi di dalam diri orang tersebut, maka perasaan terhubung dengan apa yang 
dimaknainya akan sulit terjadi. Hal itu berarti pada kontributor berita, pimpinan 
satuan kerja, dan pengelola media internal masing-masing akan berusaha 
memproduksi pesan yang berisi pemaknaan terhadap aturan penulisan berita dan 
kewajiban pemberitaan berdasarkan pengalaman dan orientasi yang dimilikinya 
atas aturan dan kewajiban itu sendiri. 
Sebagai komunikator, kontributor berita dan pimpinan satuan kerja juga akan 
saling bertukar pendapat atau pesan mereka tentang penerapan aturan berita 
tersebut saat melakukan interaksi. Mereka memproduksi atau mengkreasi pesan 
berdasarkan proses berfikir yang dilakukannya. Akibatnya, pemaknaan atas aturan 
penulisan berita website dan kewajiban pemberitaan akan bergantung kepada siapa 
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yang membaca aturan tersebut, bukan bergantung pada makna apa yang terkandung 
di dalam pesan atau teks yang dibaca. 
Itu artinya kontributor berita, pimpinan satuan kerja, dan pengelola media 
internal melihat aturan penulisan berita website dan kewajiban menulis berita dari 
pemaknaannya sendiri yang merupakan hasil penafsiran atas sudut pandang atau 
asumsi masing-masing atas hal-hal yang berkaitan dengan aturan penulisan berita, 
meskipun di satu sisi, aturan penulisan berita memiliki makna yang secara alamiah 
terdapat di dalamnya. Dengan demikian, tidak akan ada makna tunggal terhadap 
aturan penulisan berita dan kewajiban pemberitaan, karena penulis aturan dan 
kewajiban pemberitaan tersebut bukanlah sumber pemaknaan atas teks aturan 
penulisan berita dan kewajiban pemberitaan yang ditulisnya. 
Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ferry Ela 
Aryananda (2016) melalui penelitiannya dalam tesis berjudul ‘Pengaruh Dinamika 
Komunikasi Interpersonal Juru Pungut Parkir Terhadap Kinerja Juru Parkir di Kota 
Yogyakarta’ menemukan bahwa dinamika komunikasi interpersonal di antara juru 
pungut dan juru parkir di Yogyakarta memberikan pengaruh signifikan terhadap 
kinerja petugas parkir. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Donald Adrian 
(2016) dalam tesisnya yang berjudul ‘Relationship Dalam Komunikasi 
Antarbudaya’ menunjukkan bahwa pada tahap dinamika hubungan, ditemukan 
adanya masalah yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi dan kesalahpahaman 
pesan. 
Terdapat pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Linda L. Putnam, Gail T. 
Fairhurst, dan Scott Banghart (2016) dalam penelitian berjudul ‘Contradictions, 
Dialectics, and Paradoxes in Organizations: A Constitusive Approach’ salah 
satunya menunjukkan bahwa dalam sebuah organisasi, terjadi paradox pada 
berbagai tingkatan, tekanan, dan pendapat yang muncul dalam hubungan-hubungan 
di organisasi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Brian G. Ogolsky dan Jill R. 
Bowers dalam Journal of Social and Personal Relationships (2012) yang berjudul 
‘Meta-Analytic Review of Relationship Maintenance and Its Correlates’ 
menyadarkan bahwa terdapat korelasi kuat antara faktor dalam proses maintenance 
sebuah hubungan dengan lamanya sebuah hubungan berlangsung. 
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Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa 
dinamika komunikasi interpersonal dan dinamika relationship memberikan 
pengaruh terhadap berbagai hal. Namun berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang 
diperoleh dari sejumlah literatur menujukkan bahwa belum ada penelitian yang 
secara khusus meneliti tentang dinamika relationship yang diakibatkan oleh 
perbedaan sikap atas penerapan sebuah aturan tertentu di dalam sebuah institusi, 
sehingga penelitian terhadap dinamika relationship dalam kaitannya dengan 
penerapan aturan di sebuah institusi menjadi hal yang menarik. 
Atas latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang 
berjudul DINAMIKA RELATIONSHIP DALAM PEMBERITAAN MEDIA 
INTERNAL (Studi Kasus Komunikasi Dialektis dan Dialogis Antara Kontributor 
Berita, Pimpinan Satuan Kerja, dan Pengelola Media Internal Pada Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah). Penelitian ini akan dilakukan 
melalui perspektif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Dengan 
metode tersebut diharapkan bisa memberikan deskripsi, pemahaman, dan analisis 
tentang dinamika hubungan yang terjadi antara kontributor berita, pimpinan satuan 
kerja dan pengelola media internal dalam kaitannya dengan penerapan aturan 
penulisan dan kewajiban menulis berita pada media internal Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.  
Sejalan dengan hal tersebut maka fokus dalam penelitian ini adalah terkait 
dinamika relationship, yakni tentang bagaimana kontributor berita dan pimpinan 
satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Katingan, serta kontributor berita Bidang Bimbingan 
Masyarakat Islam, Pembinas Katolik, Pembimas Buddha, dan pengelola media 
internal masing-masing sebagai individu yang terlibat dalam sebuah hubungan 
saling berinteraksi dan mengelola perbedaan dan pertentangan di antara mereka 
ketika menyikapi penerapan aturan penulisan berita dan kewajiban menulis berita. 
Hal itu menjadi penting karena seharusnya Kantor Kementerian Agama 
kabupaten/kota dan Bidang/Pembimas melaksanakan apa yang digariskan dan 
diperintahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan 
Tengah. Apabila terdapat ketidaksepakatan atas aturan penulisan berita website 
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tersebut, maka menarik untuk melihat bagaimana dinamika hubungan antara 
kontributor berita, pimpinan satuan kerja dan pengelola media internal. 
 
B. Rumusan Masalah 
Meski mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal teknis dan non teknis 
oleh Subbagian Informasi dan Humas, namun ternyata terdapat perbedaan dalam 
menyikapi pemberlakuan aturan penulisan berita dan kewajiban pemberitaan pada 
tiga kontributor berita di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Katingan, serta tiga kontributor berita pada Bidang 
Bimbingan Masyarakat Islam, Pembimas Katolik, dan Pembimas Buddha. Sehingga 
berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah: 
1. Mengapa terjadi konflik antara kontributor berita, pimpinan satuan kerja, dan 
pengelola media internal serta bagaimana komunikasi digunakan dalam konflik 
tersebut? 
2. Bagaimana komunikasi dialektis antara kontributor berita, pimpinan satuan 
kerja, dan pengelola media internal sebagai komunikan dan komunikator dalam 
kaitannya dengan penerapan aturan penulisan berita website dan tugas 
pemberitaan Majalah Cermien? 
3. Bagaimana komunikasi dialogis di antara kontributor berita, pimpinan satuan 
kerja, dan pengelola media internal sebagai komunikan dan komunikator dalam 
interaksi tentang penerapan aturan penulisan berita website dan tugas 
pemberitaan Majalah Cermien? 
  
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman 
sekaligus melakukan analisis tentang: 
1. Penyebab munculnya konflik antara kontributor berita, pimpinan satuan kerja, 
dan pengelola media internal serta bagaimana komunikasi digunakan dalam 
konflik tersebut. 




3. Komunikasi dialogis antara kontributor berita, pimpinan satuan kerja, dan 
pengelola media internal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Kalimantan Tengah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat akademik 
Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa memperluas kajian ilmu 
komunikasi dari yang telah ada selama ini, melalui teori-teori yang diterapkan 
pada permasalahan yang diteliti. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan sebagai referensi awal untuk penelitian selanjutnya dalam rangka 
mengetahui dinamika hubungan dalam sebuah institusi baik dalam konteks 
komunikasi interpersonal maupun konteks komunikasi lain yang lebih luas, 
kaitannya dengan penyelesaian sebuah permasalahan yang berhubungan 
perbedaan tanggapan atas suatu hal, regulasi, atau kebijakan yang berlaku dalam 
sebuah lembaga pemerintahan. 
2. Manfaat praktis 
Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi seluruh 
satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Kalimantan Tengah, khususnya bagi Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota dan Bidang/Pembimas yang mengalami dinamika relationship 
terkait pemberitaan media internal dalam rangka menemukan titik temu atas 
tekanan-tekanan yang muncul dalam interaksi atau hubungan yang mereka 
bangun. 
